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KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 11 

AKUNTANSI EKUITAS DANA 

 
Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah 

paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf 

penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. 

 
PENDAHULUAN 

Tujuan 

1.  Tujuan    kebijakan   akuntansi ekuitas  dana adalah  untuk    mengatur perlakuan 

akuntansi atas ekuitas dana dalam  rangka memenuhi tujuan akuntabilitas  

sebagaimana  ditetapkan  oleh  peraturan      perundang-undangan. 

 

Ruang Lingkup 

2.  Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas dana yang disusun 

dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh 

entitas akuntansi/entitas pelaporan. 

 

DEFINISI 

3. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih 

antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.  

 

KLASIFIKASI 

4. Ekuitas Dana diklasifikasikan ke dalam : 

o Ekuitas Dana Lancar; 

o Ekuitas Dana Investasi; dan 

o Ekuitas Dana Cadangan. 

 

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN EKUITAS DANA 

5. Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas Dana telah dijabarkan berkaitan 

dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, 

aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan 

pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan pengakuan 

kewajiban. 

Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana tersebut telah dijabarkan dalam pos-pos 

lainnya yang terkait dengan neraca. Misalnya dapat dilihat dalam pos aset lancar 
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seperti pada saat pengakuan dan pengukuran piutang, persediaan, dan investasi 

jangka pendek. Juga dapat dilihat dalam pos aset nonlancar. Misalnya dapat dilihat 

dalam pos aset nonlancar seperti pada saat pengakuan dan pengukuran investasi 

jangka panjang, aset tetap, dalam pos terkait penerimaan pembiayaan, 

pengeluaran pembiayaan, dan kewajiban. 

 

 

EKUITAS DANA LANCAR 

6. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban 

jangka pendek. 

7. Ekuitas Dana Lancar terdiri dari : 

a) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA); 

b) Cadangan Piutang; 

c) Cadangan Persediaan; 

d) Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang  Jangka 

Pendek. 

 

EKUITAS DANA INVESTASI 

8. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah daerah 

yang tertanam dalam aset nonlancar selain dana cadangan, dikurangi 

dengan kewajiban jangka panjang. 

9. Ekuitas Dana Investasi terdiri dari : 

a) Dana yang diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang; 

b) Dana yang diinvestasikan dalam Aset Tetap; 

c) Dana yang diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana 

Cadangan); 

d) Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka 

Panjang. 

 

EKUITAS DANA CADANGAN 

10. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah 

yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya 

sesuai peraturan perundang-undangan. 

Dana cadangan oleh Pemda ditetapkan dalam Peraturan Daerah. 

11. Ekuitas Dana Cadangan terdiri atas dana yang diinvestasikan dalam 

Dana Cadangan. 

 

 


